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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan

bertemunya penjual dan pembeli yang tidak melakukan transaksi tawar menawar

terhadap barang melainkan melihat tabel harga yang tercantum didalamnya dan

Y Philip Kolter dalam buku kewirarausahaan, Kamsmir, 2011, Kewirausahaan , Rajawali
Pers, Jakarta, him .171.

?Raditya Wardana, 2019, Pengertian Pasar Dan Karakteristik Yang Membentuknya, https:/
lifebal. co. id , diakses, 6 September 2021, pukul 10.28.



semi modern, memiliki bentuk fisik bangunan terkelola dengan struktur dan terdiri
dari kios- kios (gerai), los serta terbuka yang tersusun antara stand satu dengan
stand yang lain dan manajemen pasar terorganisasi dengan baik.

Pada tahun 2019 dilakukan relokasi pemindahan pasar sayur dari terminal
ke Taratak Galundi, Alahan Panjang. Relokasi ini bertujuan untuk penataan,

r di Alahan Panjang. Hal

seperti
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Zaitul

satu pe

Secara

pembinaan dan pengawasan  pengelolaan pasar nagari  Alahan Panjang,

Pembangunan dan pengembangan pasar keuangan pasar, kewajiban dan hak

* Sofriwandy, 2019, “Untuk Mengatasi Kemacetan Pasar Sayur Alahan Panjang Akhirnya
Terwujud, ” https;// jabatnews.co.id, diakeses, 6 September 2021, pukul 11.30.



penyewa kios, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut karena lokasi
pasar yang sempit sehingga pasar serikat B mengalami kesemrautan dalam pasar dan
los tidak tertata dengan rapi, sering terjadi kemacetan. Jumlah pedagang yang
bertambah sedangkan luas pasar tetap, oleh karena itu kondisi ketidakseimbangan
antara jumlah padagang dengan luas pasar,, pendapatan retribusi pasar yang tidak

jelas para pedagang sa e Mallsi harian  untuk pedagang
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Wali Nagari Alahan Panjang Nomo anun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar

Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
Tahap pertama yang dilakukan adalah pihak nagari menyerahkan tanah
kepada pemerintah Kabupaten Solok seluas 8 Ha. Mengenai hak menguasai dari

negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat



dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang hal
itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas
pembantuan bukan otonomi. Segala sesuatu akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar nagari Alahan Panjang pada

hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebut dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu

terdapat penyewa yang awalnya hanye

berdasarkan luas tanah sebanyak 53 pedagang yang menyewa los , dan setelah
dilakukan relokasi pasar dengan pembangunan sebanyak 53 kios yang diprioritaskan

bagi pedagang lama, namun pedagang harus tetap memenuhi prosedur pendaftaran di

* Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta,, him 278.



pasar tradisional diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang
menyatakan :

1) Setiap pedagang yang menepati toko/ kios/ los pada pasar wajib memiliki
SIP yang diberikan oleh pengelola pasar.

2) untuk memperoleh SIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
pedagang mengajukan permohonan secara tertulls kepada pengelola pasar
dengan melamplr 0 eNOwES o

i "V.‘l.' Qe

Kabupaten SolOr=sestuud

1) lzin pengelolaan pasar rakyat adalc
Daerah kepada pengelola pasar rakya;

2) Persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Solok, calon pemegang hak sewa mengajukan permohonan kepada
pengelola pasar rakyat dengan melampirkan sebagai berikut :

a) surat permohonan izin usaha;
b) pengelolaan pasar rakyat;

c) fotokopi KTP yang masih berlaku;
d) fotokopi izin prinsip;




e) fotokopi IMB

Setelah memenuhi persyaratan prosedur pendaftaran di pasar tradisional
Alahan Panjang para pedagang yang ingin menyewa kios terlebih dahulu membuat
suatu perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Perjanjian yang sering digunakan
oleh badan hukum dan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari adalah perjanjian

secara tertulis, karena memililsemeses Bsespagan0an bagi pihak yang akan

kesepakatan dan cakap disebut syarat--syarat subjektif karena mengenai subjek atau
mengenai orang-orang yang membuat perjanjian.Dalam pelaksanaan perjanjian,
kedua belah pihak harus saling memegang teguh kepercayaan dan keyakinan untuk

melaksanakan isi klausul perjanjian agar tercapai tujuan yang dikehendaki oleh para

pihak.



Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian
harus dilakukan dengan itikad baik. Suatu perjanjian yang telah disepakati akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian. Para
pihak yang berhak menuntut segala sesuatu hal dalam perjanjian adalah kreditur (si

berutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan adalah debitur.

Subjek dari perjanjian adg

adalah

menyers

adalah

oleh para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Sebagai bentuk wanprestasi.

Wanprestasi adalah dimana salah satu satu pihak tidak melakukan perbuatan yang



sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain
ketiadaan pelaksanaan perjanjian.”

Tidak dilaksanakannya atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian baik secara
sengaja atau dengan tidak sengaja. Menurut Subekti seseorang dikatakan tidak
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka perlu diperhatikan macam- macam
wanprestasi yaitu:

1.tidak

an apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
an sesuatu menurut perjanjiandigaksbelel dilakukannya.®

perjanji
perjanji

atau tid

yang

ketertib

sewa kios kepada pedagang. Ketentuan- ketentuan klausul perjanjian yang telah

disepakati antara pedagang dengan Badan Pegelola pasar Alahan Panjang.

® Wiryono Prodjodikoro, 1986, Asas- Asas Hukum Perjanjian, cet 10, Bale Bandung, him.44.
® Subekti, 2005, Op,cit,. him..45.



Badan Pengelola pasar nagari Alahan Panjang memberikan hak sewa kios
kepada pedagang yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Wali Nagari Alahan
Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Nagari Alahan Panjang
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.Ketentuan- ketentuan yang telah

disepakati antara pedagang dengan Badan Pengelola pasar Alahan Panjang yaitu

dalam

Sewa

@orestasi

Badan

tertarik

DENGAN BADAN PENGELOLA PASAR PASCA PEMINDAHAN LOKASI

BERDASARKAN PERATURAN WALI NAGARI ALAHAN PANJANG

NOMOR 2 TAHUN 2019 ”



B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dengan
Badan Pengelola Pasar tradisional Alahan Panjang pasca  pemindahan lokasi
pasar ?

2. Apa kendala-yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sewa — menyewa kios antara

ag Panjang dan dan

1. Manfaat Teoritis
a) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima dari saat perkuliahan
khususnya mengenai aspek hukum perdata serta dapat menerapkan

menghubungkannya dengan lingkungan masyarakat.
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b) Melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup
cakrawala dalam melakukan penelitian hukum, dan mewujudkan dalam bentuk
karya ilmiah yang berupa skripsi.

c) Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama
mengenai hukum perjanjian sehingga mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat

dijadikan sebagai literg gggambah ilmu pengetahuan

VERSITAS ANDAL 4%

.. : ' atis dan

akandalam

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan

dalam melakukan penelltlan

konstruksi, yang dilakukan secara secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Penelitian yang dilakukan pada dasarnya bertujuan menemukan kebenaran dari

permasalahan hukum dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai suatu

" Widodo, 2017, Metedologi Penelitian, Rajawali Pers Jakarta, him.66.
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permasalahan yang sedang diangkat didalam penelitian tersebut. Metode yang penulis
gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas penulis memerlukan

metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan

2. Sifat p

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji

persoalan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-

& Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pres, Depok, him.148.
® Suteki dan Galang Taufani, Ibid, him. 214.
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macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa : buku-
buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen dan lain-lain. Adapun Studi
kepustakaan dilakukan beberapa tempat antara lain:

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak
langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber yang lain. sebagai berikut

a) Bahan Hukum Primer

13



Bahan hukum yang mengikat dan Dberkaitan langsung dengan cara
memperhatikan dan mempelajari norma atau kaidah dasar, peraturan dan
perundang- undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasi seperti hukum
adat dan peraturan tulis lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang- undang lainnya:

(1). Pancasila

(1) Buku-buku teks yang a beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis , dan disertasi hukum;

(2) Kamus-kamus Hukum;

(3) Jurnal-jurnal Hukum,dan

(4) Komentar-komentar atas keputusan hakim.

14



C) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data hukum sekunder dan
data sekunder, seperti browsing internet yang membantu penulis untuk

mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah

penelitian.
ONIVERSITAS ANDAT 2

digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Penelitian ini

menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi

dengan teknik non probility sampling adalah penulis tidak memberi

1% Sugiono,2009, Metodologi kuantitatif Kualitatif, Alfabeta, Bandung, him.80.
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kesempatan yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih sebagai
sampel. Jenis pengambilan data dalam penelitian ini adalah  purposive
sampling.

Menurut  Arikunto purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel yang digunakan oleh peneliti jika mempunyai sampel yang digunakan

allg tidak melaksanaan klausul perjanjian yang telah disepaka

dilakukan kepada responde pihak Badan Pengelola pasar Alahan
Panjang dan para pedagang yang menyewa kios di pasar tradisional Alahan
Panjang. Pada penelitiaan ini penulis ingin memperoleh data primer melalui

wawancara dengan kepala dan pegawai bagian kasi penataaan dan

1 Burhan Ashoshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him 87.
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penempatan pasar tradisional Alahan Panjang dan pedagang yang menyewa

kios di pasar tradisional Kanangarian Alahan Panjang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen 3

dapat

secara tertulis atau lisan serta J0fJa Uingkah laku yang nyata, yang diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian penelitian ini
diharapkan dapat menghasilkan analisis dan mampu menjawab permasalaham
yang dikaitkan dengan peraturan perundangan- undangan, teori hukum dan

pendapat- pendapat para pakar hukum

17



F. Sistematika Penuisan

Agar penulisan karya tulis ini lebih mempermudah pemahaman, maka penulis
menyusun sistematika penulisan. Isi dari karya tulis ini di susun atas empat bagian
bab tiap- tiap bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan tentang Do ojoim. geudahkan pembaca dalam

musan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaanj gmetode

B.Unsur- Unsur Perjanjian
ahnya Perjé

m, Asas- Asas Hu

A. Sewa Menyewa,
B. Subjek dan Obijek,

C. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa,
3. Tinjauan Tentang Pasar

A.Pengertian Pasar
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B..Klasifikasi Pasar,
C..Fungsi Pasar,

D.. Ciri- Ciri Pasar,Dan

E..Pasar Menurut Wujudnya.

111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pelaksanaan pe

ar Tradisional Kanagarian
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